
Desa merupakan wilayah yang ditempati 

oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan 

masyarakat termasuk didalamnya kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintahan terendah langsung 

di bawah Camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Secara fungsinya desa 

masuk dalam tata pemerintahan paling 

bawah yang menjadi tonggak pembangunan 

di Indonesia. Desa diberikan sumber dana 

yang memadai agar dapat mengelola 

potensi yang dimilikinya dengan tujuan 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. Akuntabilitas dalam 

pemerintah desa sebagaimana diungkapkan 

oleh (Sumpeno,2011), melibatkan 

kemampuan pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan hasil kegiatan 

dari pengelolaan dana desa yang 

dilaksanakan dalam kaitannya dengan 

masalah pembangunan dan pemerintahan 

desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud 

adalah masalah finansial yang terdapat 

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa 

(PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan 

Dana Desa (DD) termasuk komponen di 

dalamnya. Oleh karena itu, dana desa 

yang diterima harus 

dipertanggungjawabkan dengan baik 

maka pemerintah desa dituntut untuk 

melakukan transparasi atas alokasi dana 

tersebut. 

Menurut Setiana dan Yuliani 

(2017), akuntabilitas adalah kewajiban 

pemegang amanah/agent/kepala desa dan 

aparatnya untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawab kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk pertanggungjawaban 

tersebut. Rondinelli (2017), menyatakan 

bahwa desentralisasi merupakan 

penyerahan perencanaan, pembuatan 

keputusan, ataupun kewenangan 

administratif dari pemerintah pusat 
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kepada suatu organisasi wilayah, satuan 

administratif daerah, organisasi semi 

otonom, pemerintah daerah, Sesuai dengan 

pengertian asas desentralisasi, 

pemerintahan desa sebagai pemerintah 

tingkat terendah diberi kewenangan untuk 

menyelenggarakan pemerintahannya. 

Berbagai masalah dalam otonomi 

daerah sekurang-kurangnya masih ada 4 

(empat), dan tiga yang masih saling 

berkaitan, yaitu: (1) melebarnya tingkat 

kemajuan pembangunan, kesejahteraan, dan 

kemampuan keuangan antar daerah; (2) 

masih minimnya kemampuan daerah dalam 

mengelola diri sendiri; (3) politisasi isu 

(otonomi daerah), terutama dalam kasus 

pemekaran wilayah yang cenderung 

berlebihan dan hanya memboroskan uang 

negara; (4) merebaknya korupsi di daerah 

yang memunculkan fenomena 

desentralisasi korupsi. Akuntabilitas itu 

sendiri merupakan suatu kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban untuk 

menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakanseseorang atau badan hukum dan 

pimpinan kolektif suatu organisasi kepada 

pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan 

atau pertanggungjawaban. 

Mardiasmo (2009), menyatakan 

bahwa akuntabilitas merupakan prinsip 

pertanggungjawaban yang berarti bahwa 

proses penganggaran dimulai dari 

perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan 

harus benar-benar dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan. Perkembangan 

sektor publik di Indonesia semakin 

menguatkan tuntutan pelaksanaan 

akuntabilitas publik oleh organisasi sektor 

publik, unitunit kerja pemerintah, 

departemen dan lembaga-lembaga Negara. 

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di instansi 

pemerintahan, harus memegang teguh tiga 
prinsip yaitu pertama, adanya komitmen 

dari pimpinan dan seluruh staf instansi 

yang bersangkutan; kedua, berdasarkan 

suatu sistem yang dapat menjamin 

penggunaan sumber-sumber daya secara 

konsisten dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ketiga, 

menunjukkan tingkat pencapaian sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah 

kondisi instansi yang kurang baik yaitu 

yang tidak dapat memberikan pelayanan 

publik secara baik menuju suatu tatanan 

yang lebih baik. Penyelenggaraan 

pemerintahan yang akuntabel ini akan 

mendapat dukungan dari publik. Ada 

kepercayaan masyarakat atas apa yang 

diselenggarakan, direncanakan, dan 

dilaksanakan oleh program yang 

berorientasi kepada publik. Di pihak 

penyelenggara, akuntabilitas 

mencerminkan komitmen dalam melayani 

publik (Riantiano dan Azlina, 2011). 

Sangat penting bagi pemerintah daerah 

khususnya aparatur pemerintah desa agar 

memperhatikan prinsip akuntabilitas 

dalam pengelolaan dana desa. 

Karena alasan peneliti menetapkan 

melaksanakan penelitian pada di 

Kabupaten Buleleng adalah karena 

keterbatasan peneliti dalam menjangkau 

lokasi diluar Kabupaten Buleleng, 

sehingga penelitian hanya difokuskan 

pada desa yang dapat dijangkau peneliti 

dan di desa tersebut terdapat fenomena 

yang berkaitan dengan akuntabilitas dana 

desa. Pelaksanakan pengelolaan keuangan 

desa khususnya pada pertanggungjawaban 

keuangan terdapat banyak desa yang 

masih belum lengkap dalam hal keuangan 

sehingga diperlukan pembinaan dalam 

rangka menuju tertib peraturan mengenai 

pelaporan dan pertanggungjawaban atas 

dana desa. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Harafonna dan Indriani 

(2019) menunjukan bahwa sistem 

informasi keuangan desa berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas dana desa. 

Deva (2021) memperoleh hasil penelitian 

bahwa sistem informasi berpengaruh 
negatif terhadap akuntabilitas dana desa. 

Muhani (2019), dalam penelitiannya 

memperoleh bahwa kompetensi aparatur 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

dana desa. Karyadi (2019) memperoleh 

hasil penelitian bahwa sistem 
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pengendalian internal berpengaruh terhadap 

akuntabilitas dana desa. 

Berdasarkan tabel 01 dapat dilihat 

bahwa masih adanya kasus-kasus 

penyelewengan dana desa di Kabupaten 

Buleleng. Dengan kata dari kasus tersebut 

dapat diketahui bahwa terjadi 

ketidaksesuaian antara teori dan praktik. 

Dalam kasus penerimaan dana desa yang 

cukup besar ini masih memiliki 

permasalahan terkait akuntabilitas dana 

desa. Dalam penelitian ini adanya 

minimalitas sistem informasi keuangan 

yang diberikan desa kepada masyarakat, 

terkait nominal dana, alokasi dana dan 

bukti realisasi dana melalui program desa. 

Kemudian terkait kompetensi aparatur 

desa. Hal ini melibatkan smber daya 

manusia yang ada di internal pemerintahan 

desa etos kerja perangkat desa tergolong 

rendah sehingga dalam menyertakan bukti 

pendukung seperti daftar hadir, tanda 

terima dan lain-lain masih kurang lengkap. 

Kurangnya kompetensi yang dimiliki 

menyebabkan hasil dari pengelolaan dana 

desa kurang dirasakan oleh masyarakat. 

Selain itu dalam realisasi kerja melalui 

program terkadang sering terjadi 

keterlambatan pencairan dana desa yang 

mengakibatkan pembangunan yang 

direncakanan berjalan tidak tepat waktu 

dalam penyelesaiannya, sehingga dalam 

penyerahan laporan Pertanggungjawaban 

(LPj) kepada pemerintah pusat juga 

mengalami keterlambatan. Selanjutnya, 

terkait pengendalian internal adalah 

bagaimana kontrol intern sebagai suatu 

proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia dalam hal melakukan akuntabilitas 

dana desa.  

Dalam hal ini sistem pengendalian 

internal yang merupakan bagian dari proses 

untuk mewujudkan akuntabilitas 
pemerintahan publik, dinilai masih belum 

mampu untuk dapat memberikan 

akuntabilitas publik dengan adanya opini 

dari masih terdapat kelemahan-kelemahan 

dalam implementasi sistem pengendalian 

intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan 

yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa 

tingkat pengendalian intern pemerintahan 

desa di Kabuaten Buleleng masih kurang 

efektif. Berdasarkan hal tersebut 

pemasalahan mengacu pada akuntablitas 

dana desa terkait sistem informasi 

keuagan, kompetensi aparatur dan 

pengendalian internal. Hal ini merupakan 

bukti bahwa akuntabilitas di desa masih 

kurang baik. Sistem informasi keuangan 

adalah sistem informasi yang dirancang 

untuk menyediakan informasi mengenai 

arus uang bagi para pemakai di seluruh 

perusahaan. Menurut Murdani (2007), 

sistem informasi adalah suatu jaringan 

kerja dari produser-produser yang saling 

berhubungan berkumpul bersama-sama 

untuk melakukan suatu kegiatan dalam 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu 

untuk mencapai suatu tujuan. Sistem 

terbentuk dari bagian atau elemen yang 

saling berhubung dan mempengaruhi. 

Menurut Rosmery Elsye (2016) 

mengemukakan bahwa pengelolaan 

keuangan daerah adalah semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaran pemerintah daerah yang 

dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan 

keuangan daerah.  

Sistem informasi keuangan 

merupakan bagian dari SIM yang 

digunakan untuk memecahkan masalah-

masalah keuangan perusahaan. Selain itu, 

pemerintah desa diberi keleluasaan untuk 

mengelola keuangan dan kekayaan milik 

desa penerimaan dana oleh pemerintah 

desa tentunya akan berdampak pada 

tuntutan tanggungjawab pengelolaan 

tersebut dari pengelola. Pemerintah desa 

diharukan untuk melakuan kegiatan 

penyusunan laporan keuangan terkait 
Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) 

desa serta laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APB Desa. Desa 

merupakan bagian dari susunan 

pemerintahan Indonesia di skala desa, 

yang tidak terlepas dari pengawasan yang 

mengharuskan adanya transparasi terkait 
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jalannya keuangan desa (Sistem informasi 

keuangan merupakan bagian dari penting 

yang digunakan untuk memecahkan 

masalah-masalah keuangan perusahaan. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi 

keuangan merupakan hal penting dalam 

tata kelola keuangan.  

Sistem infoarmasi keuangan 

merupakan layanan informasi terkiat 

masalah-masalah keuangan, yang dapat 

dijadikan alternatif pemerintah desa untuk 

melaporkan jalannya keuangan desa secara 

terbuka, yang kemudian akan di nilai 

langsung oleh masyarakat terkait baik 

tidaknya kinerja yang dimiliki pemerintah. 

Kompetensi adalah hal mendasar yang 

harus dimiliki oleh seseorang yang 

berpengaruh langsung terhadap baik 

tidaknya hasil kerja seseorang. Kompetensi 

adalah pondasi utama yang  ahrus dimiliki 

oleh seseorang yang menjadi tolak ukur 

seberapa efektif kinerja seseorang 

(Spencer, 2018). Kompetensi pada 

umumnya diartikan sebagai kemampuan 

yang ada pada diri sesorang baik itu 

kecakapan, ketrampilan dan  kemampuan. 

Kompetensi dapat diperoleh melalui 

belajar. Kegiatan belajar membantu 

individu dalam mengasah kemampuan yang 

dimiliki. Bagi masyarakat, belajar 

memainkan peranan penting, terutama 

dalam meneruskan kompetensi dan 

kebudayaan pada generasi penerus. 

Lingkungan dapat menjadi sumber 

kompetensi yang sangat luas bagi 

individuselama individu tersebut mau 

memanfaatkan energi pikirannya terhadap 

hal-hal yang ditemui di lingkungan.  

Dengan demikian pada dasarnya 

kompetensi itu muncul dan berkembang 

melalui proses belajar dan melibatkan tiga 

domain yaitu: domain kognitif, domain 
afektif, dan domain 

psikomotor.Berdasarkan definisi diatas 

dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

aparatur adalah kemampuan yang ada pada 

diri sesorang baik itu kecakapan, 

ketrampilan dan  kemampuan, yang mana 

hal ini merupakan pondasi utama yang  

harus dimiliki oleh seseorang yang 

menjadi tolak ukur seberapa efektif 

kinerja yang dimiliki. Pengendalian 

internal atau kontrol intern didefinisikan 

sebagai suatu proses, yang dipengaruhi 

oleh sumber daya manusia dan sistem 

teknologi informasi, yang dirancang untuk 

membantu organisasi mencapai suatu 

tujuan atau objektif tertentu. Sedangkan 

menurut Hery (2016), pengendalian 

internal adalah prosedur untuk melindungi 

aset atau kekayaan perusahaan dari segala 

bentuk tindakan penyalahgunaan, 

menjamin tersedianya informasi akuntansi 

perusahaan yang akurat, serta memastikan 

bahwa semua ketentuan (peraturan) 

hukum/Undang. Keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan asset Negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan (Desy, dkk 2017).  

Pengendalian internal telah 

menjadi bagian penting yang perlu 

diawasi oleh seorang auditor dalam hal ini 

auditor inspektorat daerah. Sistem 

Pengendalian Internal memegang peran 

penting dalam organisasi. Dengan adanya 

sistem pengendalian yang efektif, maka 

kegiatan operasional juga dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien sehingga 

kemungkinan adanya penyimpangan 

dalam proses operasional operasional 

koperasi juga dapat diminimalisir 

(Lestari, dkk 2018). Sistem pengendalian 

internal dalam pemerintah merupakan 

faktor penting, karena adanya sistem 

kontrol yang dapat mempengaruhi 

pemerintah desa dalam pengambilan 

keputusan internal dan dapat memiliki 

implikasi untuk akuntsbilitas dan 

transparansi pemerintah desa (Triyono, 

dkk, 2019). Pengendalian internal telah 

menjadi bagian penting yang perlu 

diawasi oleh seorang auditor dalam hal ini 
auditor inspektorat daerah. Sehingga 

dalam pengawalan pengalokasian dana 

desa pun sangat membutuhkan adanya 

pengawasan penyalurannnya dan 

diharapkan seluruh pihak baik dari tingkat 

kabupaten hingga desa sebagai 

pelaksanaan dana desa dapat dengan 
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mudah terorganisir. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian internal 

adalah ptindakan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpiman untuk 

memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien. Sehingga 

dalam pengawalan pengalokasian dana desa 

pun sangat membutuhkan adanya 

pengawasan penyalurannnya dan 

diharapkan pelaksanaan dana desa dapat 

dengan mudah terorganisir. 

Menurut Poae dan Saerang 

(2013:29) akuntabilitas mengandung arti 

pertanggungjawaban, baik oleh orang-

orang maupun badan-badan yang dipilih, 

atas pilihanpilihannya dan tindakannya. 

Menurut Poae dan Saerang (2013), 

transparan merupakan suatu kebebasan 

mengakses aktivitas politik dan ekonomi 

pemerintah dan keputusankeputusannya. 

Menurut Setiana dan Yuliani (2017), 

akuntabilitas adalah kewajiban pemegang 

amanah/agent/kepala desa dan aparatnya 

untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawab 

kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

pertangunggjawaban tersebut. Menurut 

Setiana dan Yuliani (2017), transaparansi 

adalah memberikan informasi keuangan 

yang terbuka dan jujur pada masyarakat. 

Berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 

pada peraturan perundang-undangan. 

Akuntabilitas adalah prinsip yang 

menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah desa dapat 

dipertanggungjawabkan kepada seluruh 

lapisan masyarakat secara terbuka 

Waladiyah (2018).  

Menurut Wisnawati,dkk (2018), 

pengelolaan dana desa harus berdasarkan 

pada prinsip prinsip pelaksanaan yang 

transparan dan terbuka, peran aktif 

masyarakat mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 

dan pemeliharaan, pelakasanaan kegiatan 

yang dapat di pertanggungjawabkan 

secara admininstratif, teknis dan hukum, 

peningkatan fungsi pera lembaga 

kemasyarakatan, dan pelestarian kegiatan 

yang dikembangkan secara berkelanjutan 

melalui partisipasi masyarakat. 

Penggunaan dana desa dibagi menjadi dua 

bagian, yaiutu untuk penyelenggaraan 

pemerintah desa sebesar 30% dan sebesar 

70% untuk pemberdayaan masyarakat 

desa. Menurut program pembangunan 

perserikatan bangsa-bangsa, dalam Yunita 

dan Chirtianingrum (2018), menyebutkan 

bahwa prinsip yang terdapat dalam 

akuntabilitas yaitu: 1.Transparansi, 

berkaitan mengenai kemampuan 

organisasi mengngungkapkan fakta 

mengenai kinerjanya, 2. Kewajiban, 

berkaitan mengenai cara organisasi 

menangani konsekuensi dari kinerjanya, 

3. Dapat dikendalikan, berkaitan dengan 

mengenai penyelesaian tugas yang telah 

diberikan, 4. Tanggung jawab, berkaitan 

mengenai tanggung jawab atas standar 

kinerja yang ada. 5.Tanggapan, berkaitan 

mengenai pemenuhan harapan nyata 

pemangku kepentimngan yang harus 

dipenuhi organisasi. Berdasarkan definisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa 

akuntabilitas dana desa merupakan 

pertanggungjawaban, baik oleh orang-

orang maupun badan-badan yang dipilih, 

atas pilihan pilihannya dan tindakannya. 

Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah 

desa kepada seluruh lapisan masyarakat 

secara terbuka, yang mana harus 

berdasarkan pada prinsip prinsip 

pelaksanaan yang transparan dan terbuka. 

 

METODE 

Adapun lokasi dalam penelitian ini 

adalah di Kabupaten Buleleng dikarenakan 

terkait akuntabilitas dana desa bahwa masih 

adanya kasus-kasus penyelewengan dana 

desa di Kabupaten Buleleng. Dalam kasus 

penerimaan dana desa yang cukup besar ini 
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masih memiliki permasalahan terkait 

akuntabilitas dana desa. Adapun jenis dan 

sumber data yaitu :  1.Data Kualitatif, 2. Data 

kuantitatif, purposive sampling dapat 

diartikan sebagai pemilihan sampel dengan 

menggunakan ktiteria tertentu. Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah 

bendahara desa di Kabupaten Bueleleng.  

 

HASIL  

  Dalam sebuah penelitian, hasil dan 

pembahasan merupakan hal yang penting 

untuk di deskripsikan dengan sejelas 

jelasnya. Dalam penelitian ini adapun 

deskripsi hasil penelitian sebagai rangkaian 

penjabaran hasil penelitian setelah 

dilakukannya analisis terhadap data. Deskrip 

teknik penulisan yang dibuat guna menyusun 

serta menampilkan ringkasan yang ada 

sehingga nantinya mampu memudahkan 

pembaca dalam memahami sekaligus 

mengerti substansi dan makna dari laporan 

penelitian yang dibuat. Penyebaran kuesioner 

dirangkum guna menunjukkan bagaimana 

hasil penyebaran untuk memastikan hasil 

penyebaran yang dapat diklasifikasikan 

menjadi 3 kategori yaitu :  1. Baik dan 

Lengkap, 2. Tidak Lengkap Jawaban, 3. 

Tidak Balik. Berdasarkan Tabel 5.1 dapat 

dilihat seperti apa hasil penyebran kuesioner 

yang terdiri dari 129 responden. Dalam 

penelitian ini kuisioner yang layak digunakan 

adalah sebanyak 129 kuesioner atau sama 

dengan seluruhnya dan layak untuk 

dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan 

bantuan aplikasi statitika SPSS versi 20 for 

windows.Salah satu kegiatan penelitian 

adalah pengumpulan data.  

  Kegiatan pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik tertentu dan 

menggunakan alat tertentu yang sering 

disebut instrumen penelitian. Data yang 

diperoleh dari proses tersebut kemudian 
dihimpun, ditata, dianalisis untuk menjadi 

informasi yang dapat menjelaskan suatu 

fenomena atau keterkaitan antara fenomena. 

Adapun uji instrument data dalam penelitian 

ini adalah uji validitas dan reliabilitas : 1. Uji 

validitas, uji validitas adalah uji yang 

digunakan untuk menunjukkan sejauh mana 

alat ukur yang digunakan dalam suatu 

mengukur apa yang diukur.  

  Uji validitas merupakan kegiatan 

analisis data setiap variabel untuk 

menjawab rumusan masalah, serta menguji 

hipotesis yang telah diajukan. Tetapi 

apabila nilai < 0,3 maka  data dikatakan 

tidak memenuhi syarat uji validitas. 

Berdasarkan ketentuannya apabila sebuah 

data memenuhi ketentuan > 0,3 maka dapat 

dikatakan valid. tetapi apabila nilai < 0,3 

maka  data dikatakan tidak memenuhi 

syarat uji validitas. Sesuai dengan hasil 

yang diperoleh pada tabel 5.2, dapat dilihat 

bahwa seluruh item pertanyaan yang 

digunakan dalam penelitian adalah valid. 

Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai dari 

masing-masing item pernyataan yang 

seluruhnya > 0,3, dengan kata lain sebuah 

data memiliki koefisien korelasi positif. 2. 

Reliabilitas, uji reliabilitas adalah 

merupakan cara untuk melakukan 

pengukuran terhadap konsistensi dan 

stabilitas data atau temuan.  

  Data yang tidak reliabel, tidak dapat 

di proses lebih lanjut karena akan 

menghasilkan kesimpulan yang bias. Dalam 

sebuah penelitian uji realibilitas dilakukan 

terhadap item pertanyaan yang dinyatakan 

valid. Melalui uji instrument data pada tabel 

5.4 dengan jumlah responden sebanyak 129 

orang yang dilakukan pengujian reliabilitas 

dengan menggunakan koefisien alfa. Dari 

hasil perhitungan reliabilitas pengujian 

terhadap variabel, apabila dilakukan 

perbandingan dengan kriteria alpha 

reliabilitasnya maka semua variabel yang 

diteliti dalam memiliki nilai yaitu diatas 

0,60 sebagai syarat reliabel. Sehingga 

dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel penelitian dinyatakan 

reliabel.Sebelum melakukan analisis regresi 

terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi 
klasik.  

  Uji asumsi klasik digunakan sebagai 

syarat dalam menggunakan model regresi 

agar hasil regresi yang diperoleh 

merupakan estimasi yang tepat. Asumsi-

asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
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heterokedastisitas. Sebelum melakukan 

analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik. Tidak ada ketentuan 

khusus tentang urutan tes yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu. Analisis dapat 

dilakukan tergantung pada data yang ada. 

Misalnya, analisis semua tes penerimaan 

klasik dilakukan, dan yang kemudian tidak 

memenuhi persyaratan. Setelah itu tes akan 

ditingkatkan dan tes lebih lanjut akan 

dilakukan setelah memenuhi persyaratan. 3. 

Uji Normalitas, uji normalitas adalah untuk 

melihat apakah nilai residu terdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah memiliki residu yang terdistribusi 

normal. Tes normalitas karena itu tidak 

dilakukan untuk setiap variabel, tetapi untuk 

nilai residual. Seringkali kesalahan terjadi 

yaitu bahwa tes normalitas dilakukan untuk 

setiap variabel. Ini tidak dilarang, tetapi 

model regresi memerlukan normalitas dalam 

nilai residual bukan dalam variabel 

penelitian.  

  Demikian juga nilai rata-rata, mode 

dan median relatif berdekatan. Tes 

normalitas dapat dilakukan dengan tes 

histogram, tes normal atau tes Kolmogorov-

Smirnov. Oleh karena itu, penggunaan uji 

normalitas dengan uji statistik tidak 

diragukan meskipun tidak dapat dijamin 

bahwa pengujian dengan uji statistik lebih 

baik dari pada pengujian dengan metode 

diagram. Sesuai dengan hasil pengujian uji 

asumsi klasik terkait uji normalitas dapat 

diketahui melalui One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test dengan berfokus pada nilai 

Asymp Sig. (2-Tailed) memiliki nilai sebesar 

0,535. Nilai tersebut memiliki nilai yang 

lebih besar dari 5% (0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data dari kuesioner yang 

telah disebar dapat dikatakan tidak terjadi 

masalah normalitas dikarenakan berdistribusi 

secara normal. 4. Uji Multikolinieritas, uji 
multikolinieritas dirancang untuk 

menentukan apakah ada korelasi yang tinggi 

antara variabel independen dalam model 

regresi linier berganda. Jika ada korelasi 

yang tinggi antara variabel independen 

hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen terganggu.  

Ada atau tidaknya multikolinieritas di 

dalam model regresi dapat dideteksi bila 

nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10 

dan toleransi > 0,1 berarti tidak ada 

masalah multikolinieritas. Adapun 

ketentuan dalam uji multikolonieritas 

adalah sebuah data dikatakan tidak terjadi 

masalah multikolonieritas apabila nilai 

variance inflation factor (VIF) < 10 dan 

nilai tolerance 0,1. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas 

dalam penelitian ini menghasilkan nilai VIF 

tidak lebih dari 10.  

  Diketahui bahwa nilai VIF pada 

sistem informasi keuangan desa sebesar 

8.835, kompetensi aparatur sebesar 8.488 

dan pengendalian internal sebesar 3.201. 

Sesuai dengan ketentuan yang ada nilai VIF 

dari ketiga variabel bebas memiliki nilai 

lebih kecil dari pada 10, maka dalam 

penelitian ini tidak terjadi masalah 

multikolinearitas. 5. Uji 

Heteroskedastisitas, dalam uji 

heteroskedastisitas, diperiksa apakah ada 

perbedaan yang tidak sama antara satu 

residu dan pengamatan lain. Salah satu 

model regresi yang memenuhi persyaratan 

adalah bahwa ada kesamaan dalam varians 

antara residu dari satu pengamatan dan 

lainnya yang disebut homoscedasticity. 

Beberapa solusi alternatif, jika model 

tersebut melanggar asumsi 

heteroskedastisitas adalah mengubahnya 

menjadi bentuk logaritmik. Ini hanya 

mungkin jika semua data positif. Atau 

semua variabel dapat dibagi dengan 

variabel yang mengalami gangguan 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas 

dilakukan dalam sebuah model regresi, 

dengan tujuan bahwa apakah suatu regresi 

tersebut terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas 
bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda akan 
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disebut heteroskedastisitas.  

  Kurva residual dimana data menyebar 

di sekitar diagram dan mengikuti model 

regresi sehingga uji normalitas 

terpenuhi.Regresi linear berganda merupakan 

model regresi yang melibatkan lebih dari satu 

variabel independen. Analisis regresi linear 

berganda dilakukan untuk mengetahui arah 

dan seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Analisis regresi berganda dapat digunakan 

untuk memprediksikan seberapa jauh 

perubahan nilai variabel dependen, bila nilai 

variabel independen dirubah-rubah. Tabel 

diatas merupakan hasil analisis regresi 

berganda. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

maka dapat dijabarkan penjelasan regresi 

dalam bentuk bentuk standardized dengan 

persamaan sebagai berikut: 

 

Y = 0,725 + 0,297 + 0,384 + 0,195 

   

  Sesuai dengan perolehan nilai pada 

tabel analisis regresi, adapun nilai koesfisien 

variabel sistem informasi keuangan desa 

adalah 0,297. Berdasakan nilai tersebut 

megandung arti bahwa apabila terjadi 

kenaikan pada variabel sistem informasi 

keuangan desa maka akuntabilits dana desa 

juga mengalami kenaikan sebesar 0,725. 

Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai 

akuntabilitas dana desa adalah 0,297+ 0,725  

= 1,022. Sehingga dalam penelitian ini hasil 

penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis 

bahwa jika semakin baik sistem informasi 

keuangan desa maka akan semakin baik 

akuntabilitas dana desa.  Berdasarkan hasil 

penelitian maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sistem informasi keuangan desa 

memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap akuntabilitas dana desa.  Dikatakan 

demikian, karena adapun hubungan sistem 

informasi keuangan desa dengan 
akuntabilitas dana desa adalah apabila sistem 

informasi keuangan desa dilaksanakan 

dengan baik, maka akan berdampak pada 

transaprasi pemerintah desa terhadap 

masyarakat, sehingga arus alokasi dana yang 

ada dapat diawasi secara bersama sama 

antara pemerintah dan masyarakat desa. 

Sesuai dengan perolehan nilai pada tabel 

analisis regresi, adapun nilai koesfisien 

variabel kompetensi aparatur adalah 0,384. 

Berdasakan nilai tersebut megandung arti 

bahwa apabila terjadi kenaikan pada 

variabel kompetensi aparatur maka 

akuntabilitas dana desa juga mengalami 

kenaikan sebesar 0,725. 

   Sehingga dapat dijabarkan bahwa 

nilai akuntabilitas dana desa adalah 0,384 + 

0,725  = 1,022. Sehingga dalam penelitian 

ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi 

hipotesis bahwa jika semakin baik 

kompetensi aparatur maka akan semakin 

baik akuntabilitas dana desa. Berdasarkan 

hasil penelitian maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kompetensi aparatur 

memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap akuntabilitas dana desa.  

Dikatakan demikian, karena adapun 

hubungan kompetensi aparatur dengan 

akuntabilitas dana desa adalah apabila 

kinerja dalam internal pemerintahan desa 

terealisasi dengan sebaik baiknya, ini akan 

berimbas pada baik tidaknya akuntabilitas 

dana desa, yang mana segala sesuatu tekait 

akuntabilitas desa apabila tidak didukung 

dengan kinerja aparatur yang baik, maka 

mustahil  akuntabilitas dana desa dapat 

terealisasi dengan baik. Sehingga kinerja 

yang baik akan berdampak baik bagi tujuan 

yang diharapkan. 

  Sesuai dengan perolehan nilai pada 

tabel analisis regresi, adapun nilai 

koesfisien variabel pengendalian internal 

adalah 0,195. Berdasakan nilai tersebut 

megandung arti bahwa apabila terjadi 

kenaikan pada variabel pengendalian 

internal maka akuntabilitas dana desa juga 

mengalami kenaikan sebesar 0,725. 

Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai 

akuntabilitas dana desa adalah 0,195 + 

0,725  = 1,022. Sehingga dalam penelitian 
ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi 

hipotesis bahwa jika semakin baik variabel 

pengendalian internal akan semakin baik 

akuntabilitas dana desa. Berdasarkan hasil 

penelitian maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa variabel pengendalian internal 

memiliki pengaruh positif signifikan 
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terhadap akuntabilitas dana desa.  Dikatakan 

demikian, karena adapun hubungan variabel 

pengendalian internal dengan akuntabilitas 

dana desa adalah terkait aktifitas dengan 

stabilitas dalam internal  yang terorganisir 

dengan baik dan terkendali sehingga akan 

berdampak terhadap akuntabilitas dana desa. 

Sehingga pengendalian internal yang dapat 

direalisasikan dengan baik maka akan 

berdampak baik bagi tujuan yang diharapkan. 

Uji R square digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen.Dari 

hasil uji, diperoleh nilai adjusted R sebesar 

0,878 atau 87,8%. Hal ini menunjukkan 

bahwa akuntabilitas dana desa dapat 

dijelaskan sebesar 87,8% oleh variabel bebas 

dan sisanya sebesar 12,2% dijelaskan oleh 

variabel diluar penelitian.Uji t dikenal 

dengan uji parsial, yaitu untuk menguji 

bagaimana pengaruh masing-masing variabel 

bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap 

variabel terikatnya. Menurut Sugiyono 

(2018;223) Uji t merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah, yaitu 

yang menanyakan hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Rancangan pengujian 

hipotesis digunakan untuk mengetahui 

korelasi dari kedua variabel yang diteliti.  

  Uji ini dapat dilakukan dengan 

mambandingkan t hitung dengan t tabel atau 

dengan melihat kolom signifikansi pada 

masing-masing t hitung, proses uji t identik 

dengan Uji F sesuai dengan ketentuan yang 

ada apabila nilai signifikansi > 0,05 maka 

variabel bebas secara individu tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Tetapi apabila nilai signifikansi < 

0,05 maka dapat diartikan variabel bebas 

dalam penelitian secara individu memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat.  

Uji Simultan (Uji F), uji statistik F pada 
dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependennya. 

Menurut Sugiyono (2017), uji F bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara simultan Apabila nilai 

probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka 

dapat dijelaskan bahwa variabel independen 

secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Tetapi sebaliknya jika probabilitas 

(signifikansi) < 0,05 maka variabel 

independen secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen Berdasarkan hasil perhitungan di 

atas maka didapat F-hitung  ini 

menandakan bahwa variabel independen 

berpengaruh bersama-sama terhadap 

peningkatan penjualan dengan tingkat 

signifikan 0,000 < 0,050.Pembahasan 

penelitian adalah jawaban pertanyaan 

penelitian.  

  Bagian ini menyajikan tiga hal, 

yakni kerangka berpikir, sistematika 

penulisan, dan pembahasan penelitian. 

Dalam penelitian adanya pembahasan 

adalah penjabaran hasil analisis atas uji 

yang telah dilakukan dalam sebuah 

penelitian terkait pengaruh variabel bebas 

dan variabel terikat. Adapun pembahasan 

yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. 

Pengaruh Sistem Informasi Terhadap 

Akuntabilitas Dana Desa. Sesuai dengan 

perolehan nilai pada tabel analisis regresi, 

adapun nilai koesfisien variabel sistem 

informasi keuangan desa adalah 0,297. 

Berdasakan nilai tersebut megandung arti 

bahwa apabila terjadi kenaikan pada 

variabel sistem informasi keuangan desa 

maka akuntabilitas dana desa juga 

mengalami kenaikan sebesar sebesar 0,725. 

Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai 

akuntabilitas dana desa adalah 0,297 + 

0,725  = 1,022. Sehingga dalam penelitian 

ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi 

hipotesis bahwa jika semakin baik sistem 

informasi keuangan desa maka akan 

semakin baik akuntabilitas dana desa. Dewi 

(2019) berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sistem informasi 

keuangan desa berpengaruh terhadap 

akuntabilitas dana desa. 2. Pengaruh 

Kompetensi Aparatur Terhadap 

Akuntabilitas Dana Desa. 
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PEMBAHASAN 

Sesuai dengan perolehan nilai pada 

tabel analisis regresi, adapun nilai koesfisien 

variabel kompetensi aparatur adalah 0,384. 

Berdasarkan nilai tersebut megandung arti 

bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabel 

kompetensi aparatur maka akuntabilitas dana 

desa juga mengalami kenaikan sebesar 0,725. 

Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai 

akuntabilitas dana desa adalah 0,384 + 0,725  

= 1,109.  Sehingga dalam penelitian ini hasil 

penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis 

bahwa jika semakin baik kompetensi aparatur 

maka akan semakin baik akuntabilitas dana 

desa, 3. Pengaruh Pengendalian Internal 

Terhadap Akuntabilitas Dana Desa, sesuai 

dengan perolehan nilai pada tabel analisis 

regresi, adapun nilai koesfisien variabel 

pengendalian internal adalah 0,195. 

Berdasakan nilai tersebut megandung arti 

bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabel 

pengendalian internal maka akuntabilitas 

dana desa juga mengalami kenaikan sebesar 

0,725. Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai 

akuntabilitas dana desa adalah 0,195 + 0,725  

= 0,92.  Sehingga dalam penelitian ini hasil 

penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis 

bahwa jika semakin baik variabel 

pengendalian internal akan semakin baik 

akuntabilitas dana desa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Karyadi (2019) memperoleh hasil penelitian 

bahwa sistem pengendalian internal 

berpengaruh terhadap akuntabilitas dana 

desa. Suamdi (2020, berdasarkan hasil 

penelitian memperoleh bahwa terdapat 

pengaruh kompetensi aparatur terhadap 

akuntabilitas dana desa. Dalam hal ini 

pegendalian internal berkaitan dengan 

jalanya kinerja terkait sumber daya manusia. 

Suharti, Sri (2019) menunjukkan hasil bahwa 

pengendalian internal berpengaruh pisitif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.   

 

SIMPULAN  

Kesimpulan merupakan rangkuman 

yang mencerminkan hasil akhir dari sebuah 

penelitian. Sesuai dengan hasil yang 

diperoleh dalam penelitian maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Sesuai 

dengan perolehan nilai pada tabel analisis 

regresi, adapun nilai koesfisien variabel 

sistem informasi keuangan desa adalah 

0,297. Berdasakan nilai tersebut 

megandung arti bahwa apabila terjadi 

kenaikan pada variabel sistem informasi 

keuangan desa maka akuntabilitas dana 

desa juga mengalami kenaikan sebesar 

maka akuntabilitas dana desa mengalami 

peningkatan sebesar 0,725. Sehingga dapat 

dijabarkan bahwa nilai akuntabilitas dana 

desa adalah 0,297+ 0,725  = 1,022. 

Sehingga dalam penelitian ini hasil 

penelitian sejalan dengan bunyi hipotesis 

bahwa jika semakin baik sistem informasi 

keuangan desa maka akan semakin baik 

akuntabilitas dana desa. 2). Sesuai dengan 

perolehan nilai pada tabel analisis regresi, 

adapun nilai koesfisien variabel kompetensi 

aparatur adalah 0,384. Berdasakan nilai 

tersebut megandung arti bahwa apabila 

terjadi kenaikan pada variabel kompetensi 

aparatur maka akuntabilitas dana desa juga 

mengalami kenaikan sebesar 0,725. 

Sehingga dapat dijabarkan bahwa nilai 

akuntabilitas dana desa adalah 0,384 + 

0,725  = 1,109. Sehingga dalam penelitian 

ini hasil penelitian sejalan dengan bunyi 

hipotesis bahwa jika semakin baik 

kompetensi aparatur maka akan semakin 

baik akuntabilitas dana desa. 3). Sesuai 

dengan perolehan nilai pada tabel analisis 

regresi, adapun nilai koesfisien variabel 

pengendalian internal adalah 0,195. 

Berdasakan nilai tersebut megandung arti 

bahwa apabila terjadi kenaikan pada 

variabel pengendalian internal maka 

akuntabilitas dana desa juga mengalami 

kenaikan sebesar 0,725. Sehingga dapat 

dijabarkan bahwa nilai akuntabilitas dana 

desa adalah 0,195 + 0,725= 0,92. Sehingga 

dalam penelitian ini hasil penelitian sejalan 

dengan bunyi hipotesis bahwa jika semakin 
baik variabel pengendalian internal akan 

semakin baik akuntabilitas dana desa. 

Sesuai dengan hasil penelitian dan 

kesimpulan yang ada, maka dpaat 

dipaparkan saran sebagai berikut: 1. 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

referensi terkait akuntabilitas dana desa di 
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Kabupaten Buleleng guna perbaikan terkait 

sistem informasi keuangan desa, kompetensi 

aparatur dan pengendalian internal, 2.Bagi 

peneliti selanjutnya, diharapkan dapat 

memperluas ruang lingkup penelitian terkait 

variabel sistem informasi keuangan desa, 

kompetensi aparatur dan pengendalian 

internal dengan memperluas objek, subjek 

serta melakukan penelitian lebih mendalam 

dan kebaharuan dibandingkan dengan 

penelitian saat ini. 
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